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PERATURAN BUPATI KOLAIq\.UTARA
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TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 1jUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS TANAMANPANGJj\NDAN HORTIKULTURA

KABUPATENKOLAKAUTARA

Menirnbang: a.

Mengingat

b.

DENGAN RAHMATTUHAN YANG

1

MAHA ESA

BUPATI KOLAKAUTARjA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Kolaka UtaraJ Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Pf,rangkat Daerah Kabupaten
Kolaka Utara, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut
mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi
serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya
ditetapkan lebih lanjut dengan prraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Kolaka Utara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura. I

1. Undang-Undang Nomor 29 tahuf 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupat,n Wakatobi dan Kabupaten
Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2d03 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

Undang-Undang Nomor 5 TahuIt 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara ReplJlblik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

2.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahup 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang - Undang Npmor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

4.
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Menetapkan

5. Peraturan Menteri Pertanian I Republik Indonesia Nomor
43 IPermentan / OT.010 I8 I2016

1
ten tang Pedoman

Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan
Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan
Kabupaten /Kota.

6. Peraturan Daerah Kabupaten ~olaka Utara Nomor 3 Tahun
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kolaka Utara (Lembevan Daerah Kabupaten Kolaka
Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6
Tahun 2018 tentang Perubaran atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kolaka Utara (Lembaran Daefah Kabupaten Kolaka Utara
Tahun 2018 Nomor 6)

MEMUTUSrN:

: PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS D~ FUNGSI SERTA TATAKERJA
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN
KOLAKAUTARA.

KETENTUAN I UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Kolak~ Utara;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka

Utara: I
c. Bupatl adalah Bupati Kolaka Utara;
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Utara;
e. Sekretaris Daerah adalah sekretj's Daerah Kabupaten Kolaka

Utara;
f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut

DPRD adalah Dewan PerwakilaJ Rakyat Daerah Kabupaten
Kolaka Utara; I

g. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dalam penyelenggaraan pimerintah Daerah;

h. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas
Pertanian Kabupaten Kolaka Utara;

1. Kepala adalah Kepala Dinas Tanjan Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Kolaka Utara;

J. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan Iatau kegiatan
teknis penunjang tertentu

k. Jabatan Fungsional adalah sek~lompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan kreramPilan tertentu.
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BAB h
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangk;at Daerah

Pasal2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan
bidang pertanian diwadahi dalam behtuk Dinas.

Bagian KJdua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal1
Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasa12 adalah Dinas Tanaman pangr dan Holtikultura.

Bagian Ketiga
Tipe Perangka~ Daerah

Pasal i
(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

diklasifikasikan atas tipe B.
(2) Penentuan tipe Dinas sebagaimdna dimaksud pada ayat (1),

berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang pertttnian.

(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada[ ayat (2), dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB II~
KEDUDUKAN DAN susurAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal Sf

(1) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah merupakan
unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah. .L

(2) Dinas Tanaman Pangan dan Ho~ultura dipimpin oleh Kepala
Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.,

Pasal 61
Dinas Tanaman Pangan dan Horhkultura mempunyai tugas
membantu Bupati dalam melaksanakcp1 urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas - tugas
pembantuan dibidang tanaman pangan dan holtikultura.

I
I
[

I

L
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I
Pasal ~

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6,
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana,

tanaman pangan dan hortikultur~ serta penyuluhan pertanian;
b. penyusunan program penyuluharr;
c. pengembangan prasarana;
d. pengawasan mutu, peredaran ~an pengendalian penyediaan

benih tanaman;
e. pengawasan penggunaan sarana;
f. pembinaan produksi di bid~ng tanaman pangan dan

holtikultura; I
g. pengendalian dan penanggulang8fl hama penyakit tanaman;
h. pembinaan pengolahan dan pe~asaran hasil tanaman pangan

dan holtikultura; I
1. pelaksanaan penyuluhan; I
j. pemberian izin usahaj rekomendfsi teknis;
k. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan

holtikultura; I
1. pelaksanaan administrasi Dinasj dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang I diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya. I
I

Bagian Kedua
Susunan Otganisasi

I
Pasall S

(1) Susunan Organisasi Dinas T~aman Pangan dan Hortikultura
terdiri atas : I

a. Kepala Dinas . I
b. Sekretariat.
c. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
d. Bidang Tanaman Pangan. I
e. Bidang Hortikultura I
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Bagan Struktur Organisasi I Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura sebagaimana tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati Kolaka Utara ini. I

I
BABIV

TUGAS D~ FUNGSI

Bagian! Kesatu
Kepala Dinas

pas~ 9

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas
memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan,
merencanakan, menetapkan kebijakan dan program strategis,
mengembangkan kegiatan tanaman pangan dan hortikultura serta
bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

I
I
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Baqiari Kedua

Sekretariat

Pasal ~O

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas, memberikan pelayanan teknis dan
pemberian dukungan administrrsi kepada seluruh unit kerja
di lingkungan Dinas.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.

I
Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10
ayat (1), Sekretaris menyelenggarak~ fungsi :
a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan fi lingkungan Dinas Tanaman

Pangan dan Hortikultura.
b. Penyusunan rencana program dan anggaran
c. Penyelenggaraan urusan ketafausahaan rumah tangga,

kepegawaian, hukum, dan qrganisasi serta hubungan
masyarakat I

d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi,
verifikasi dan ganti rugi. I

e. Pengelolaan barang milik/kekayaar. negara
f. Pelaksanaan tugas lain yang dibelkan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya

Pasal If
(1)Sekretariat terdiri atas :

a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset
b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaks'1d pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Sub Bagian yang berada di [bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

Pasally
a. Sub Bagian Umum, KepegawaIan dan Aset sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas
melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga,
kerja sama, kehumasan, protok11 dan ketatalaksanaan serta
pengelolaan barang milik negara.

b. Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penYlsunan rencana, program, dan
anggaran serta pemantauan, evalu si dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan di bidang pertanian serta melakukan penyiapan urusan
keuangan.
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Bagian Ketiga
Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Pasal14

(1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas
melakukan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan
teknis, pemantauan dan evaluasi dibidang prasarana, sarana
pertanian serta penyusunan kebijakan program dan
penyelenggaraan penyuluhan.

(2) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14
ayat (1), Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan

program penyuluhan.
b. Penyediaan dukungan infrastruktur;
c. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme,tata

kerja dan metode penyuluhan.
d. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi,
e. Peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya

dan swasta.
f. Pengumpulan, pengelolaan, pengemasan dan penyebaran

materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pe1aku usaha.
g. Pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan.
h. Penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk,

pestisida, serta alat dan mesin pertanian.
i. Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian,
J. Pemberian fasilitasi investasi pertanian , fasilitasi penumbuhan

dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi
pelaku utama dan pelaku usaha.

k. Pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan
penyuluhan.

L Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 16

(1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri atas :
a. Seksi Lahan, lrigasi dan Pembiayaan
b. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian
c. Seksi Penyuluhan

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.
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Pasal If
a. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembi yaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan
teknis dan pemantauan serta ~ValUaSidibidang pengelolaan
lahan dan irigasi dan pembiayaan

b. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat ~1)huruf b, mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan [nyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta
evaluasi dibidang pupuk, pestisid ,alat dan mesin.

c. Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) huruf c, mempunyai tugas Imelakukan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan.

BagianKet'Pat
Bidang Tanam Pangan

Pasal 118
(1) Bidang Tanaman Pangan meJpunyai tugas melaksanakan

penyusunan, pelaksanaan kebij¥an dan pemberian bimbingan
teknis serta pemantauan dan I evaluasi dibidang tanaman
pangan.

(2) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal19

Dalam melaksanakan tugas sebag~ana dimaksud pasal 18 ayat
(1), Bidang Tanaman Pangan rnenyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan perben~·lh.an,produksi, perlindungan,

pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan
b. penyusunan rencana kebutuh dan penyediaan benih di

bidang tanaman pangan ~
C. pengawasan mutu dan peredar n benih di bidang tanaman

pangan
d. pemberian bimbingan penera;J; peningkatan produksi di

bidang tanaman pangan
e. pengendalian dan penan langan hama penyakit,

penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim
di bidang tanaman pangan +

f. pemberian bimbingan pascapan ,pengolahan dan pemasaran
hasil di bidang tanaman pangan

g. pemberian izin usahaj'rekomendasi teknis dibidang tanaman
pangan I

h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsin a
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Pasa120

(1) Bidang Tanaman Pangan, terdiri as:
a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanarnan Pangan.
b. Seksi Produksi Tanaman Pan an
c. Seksi Pengolahan dan Pemas an Tanarnan Pangan

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pad ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Seksi yang berada di bawah d. bertanggungjawab kepada
Kepala Bidang Tanarnan Pangan

paSalf1

a. Seksi Perbenihan dan Perli dungan Tanaman Pangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a,
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan, pe berian bimbingan teknis dan
pemantauan serta evaluasi dibidang perbenihan dan
perlindungan tanaman pangan.

b. Seksi Produksi Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1) huruf b, empunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi
dibidang produksi tanaman pan~an.

c. Seksi Pengolahan dan perasaran Tanaman Pangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c,
mempunyai tugas melakukan enyiapan bahan penyusunan
kebijakan, pelaksanaan dan pe~berian bimbingan teknis serta
pemantauan dan evaluasi dibid g pengolahan dan pemasaran
hasil tanaman pangan.

Bagian Ke ima
Bidang Horti ultura

(1) Bidang Hortikultura mempu yai tugas melaksanakan
penyusunan, pelaksanaan kebij an dan pemberian bimbingan
teknis serta pemantauan dan ev uasi di bidang Hortikultura.

(2) Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kep~l Dinas.

Pasa123

Dalarn melaksanakan tugas sebagai ana dimaksud dalam pasal 22
ayat (1), Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan perben~' an, produksi, perlindungan,

pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Hortikultura;
b. penyusunan rencana kebutuh dan penyediaan benih di

bidang Hortikultura;
c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang

Hortikultura;
d. pemberian bimbingan

bidang Hortikultura;
penerapl peningkatan produksi di
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e. pengendalian dan penan .langan hama penyakit,
penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim
di bidang Hortikultura;

f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran
hasil di bidang Hortikultura; I

g. pemberian izin uSaha/rekOrendasi teknis dibidang
Hortikultura;

h. pemantauan dan evaluasi di bida g Hortikultura; dan
b. pelaksanaan tugas lain yang iberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsiny

(1) Bidang Hortikultura, terdiri atas:
a. Seksi Perbenihan dan Perlindu gan Hortikultura
b. Seksi Produksi Hortikultura
c. Seksi Pengolahan dan Pemasartn Hortikultura

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Seksi yang berada di bawah d~n bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Hortikultura. I

Pasal25

a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan p+.nyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan eknis dan pemantauan serta
evaluasi di Bidang Perbenihan dan Perlindungan Tanaman
Hortikultura.

b. Seksi Produksi Hortikultura sebag imana dimaksud dalam Pasal
24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan dan pelaks aan kebijakan, pemberian
bimbingan teknis dan pemanta an serta evaluasi di Bidang
Produksi Hortikultura.

c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (~) huruf c, mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahari penyusunan kebijakan,
pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan
dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman
Hortikultura.

Bagian Kedelapari
Unit Pelaksana T knis Dinas

( 1) Unit Pelaksana Teknis Dinas ad ah unsur pelaksana kegiatan
teknis operasional dan kegiatan t knis penunjang tertentu Dinas
di lapangan.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas D erah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibedakan dalam d a klasifikasi yaitu terdiri dari :
a. Unit Pelaksana Teknis Di as Daerah Kelas A untuk

mewadahi beban kerja yang b1sar.
b. Unit Pelaksana Teknis Di9as Daerah kelas B untuk

mewadahi beban kerja yang k cil.
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(3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kep~a Dinas.

(4) Unit Pelaksana Teknis Dinas te1as A sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, terdiri a s Sub Bagian Tata Usaha dan
Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kep~a Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(5) Unit Pelaksana Teknis Dinas elas B sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, terdiri atas Pelaksana dan Kelompok
J abatan Fungsional yang berai a di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Unit pelak~ana Teknis Dinas

(6) Ketentuan mengenai pembent kan dan susunan organisasi
serta tugas dan fungsi Unit Pel sana Teknis Dinas diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupa . setelah dikonsultasikan secara
tertulis kepada Gubernur

BaqiariK:~tmbilan
Kelompok Jaball Fungsional

Pasal27

Kelompok Jabatan Fungsionai m~mpUnyai tugas melaksanakan
sebagian tugas teknis dinas sesuai brdang keahlian dan kebutuhan.

Pasal f8
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam

pasal 27, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai bidang keahliarnya,

(2) Kelompok Jabatan Fungsional srbagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang
ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Kepa}a Dinas .

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sepagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
di atas diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku. I

BABV

TATA~RJA

paSali29

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi
dan kelompok tenaga fungsi9nal wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan
masing-masing maupun antar satuan organisasi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain
di luar Pemerintah Kabupate sesuai dengan tugas masing-
masing.
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(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris,
Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagiarr/Kepala Seksi
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
baik intemal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai
dengan tugas pokok masing-masing.

(3) Setiap peroimpin satuan organisasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten wajib melaksanakanj pengawasan melekat.

Pasal :SO

Kepala Dinas wajib mengawasi p laksanaan tugas bawahannya
masing-masing dan bila terjadi p nyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1

Kepala Dinas bertanggung jawab, memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal32

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagiarr/Kepala Seksi
wajib mengikuti dan mematuhi petJunjuk dan bertanggung jawab
pada atasannya masing-rnasing dan menyampaikan laporan berkala
tepat pada waktunya.

Pasal 3

Setiap laporan yang diterima oleh epala Dinas dari bawahannya,
wajib diolah dan digunakan seb gai bahan untuk menyusun
laporan lebih lanjut dan untuk mem erikan petunjuk teknis kepada
bawahan.

Pasal f4
Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib
disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal35

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala
Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahannya waji mengadakan rapat berkala.

(1) Dalam hal Kepala Dinas berh angan, Sekretaris melakukan
tugas-tugas kepala Dinas sesua dengan perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Dalam hal Sekretaris berhalan an sebagai pelaksana Kepala
Dinas dapat menunjuk Kepala idang yang membidangi tugas
instansi tersebut untuk mewakil Kepala Dinas.

11



· .

Pasal37
Atas dasar pertimbangan daya gunaidan hasil guna masing-masing
pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat
mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat
di bawahnya sesuai dengan ketentU] yang berlaku.

BABV
KEPANGKATAN, ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal +
(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan

struktural di lingkungan Dinas berpedoman pada peraturan
perundangan-undangan yang ber aku.

(2) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan
pimpinan tinggi pratama

(3) Sekretaris Dinas merupakan jabrtan eselon lIla atau jabatan
administrator 1_

(4) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb
atau jabatan administrator.

(5) Kepala Sub Bagian dan Kepala S~ksi lingkup Dinas merupakan
jabatan eselon IVa atau jabatan ~fngawas.

(6) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul
Sekretaris Daerah I

(7) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan pejabat
eselon IV atau jabatan pengawas Idi lingkungan Dinas diangkat
dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui
Sekretaris Daerah I

(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten
ditetapkan dengan Peraturan BrPati' sesuai pedoman yang
ditetapkan oleh Pemerintah

BAB V~I
KETENTUAN ~ENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan ini'Jka Peraturan Bupati Kolaka
Utara Nomor 36 Tahun 2016 ntang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi se Tata Kerja Dinas Pertanian
Kabupaten Kolaka Utara dan ketentuan lain yang bertentangan
dengan kepu tusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal to
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, kemerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menelatkannya pad a Berita Daerah
Kabupaten Kolaka Utara.

Dit tapkan di Lasusua
pa1a tanggal 1Jan Liori 2019

, BurATI KOLAKA UTARA.

~~

H. ~ RAHMANUMARf

Diundangkan di Lasusua I
pada tanggal 1- jonU(;lrj 2019 I

I
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPAfEN KOLAKA UTARA,

I
---A BAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLA~A UTARA TAHUN 2019
NOMOR
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LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: PERATURAN BUMTI KOLAKA UTARA
: .2 TAHUN 2[)19
: =!-- ~ - 2C 19
: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

DAN SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HOLTIKULTURi KABUPATEN KOLAKA UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISA:;I
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTDroLTURA

KABUPATEN KOLAKA UTARA

KEPALA DIMAS

I

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

I
I

SUBAG.
PERENCANAAN,

EVALUASI &
KEUANGAN

J I I

BIDANG BIDANG BIDANG
PRASARANA,

TANAMAN PANGAN HORTIKUL TURA SARANADAN
PENYULUHAN

I I I
SEKSI SEKSI SEKSI

PERBENIHAN DAN
I- PERUNDUNGAN ~ PERBENIHAN & ~ LAHAN, IRIGASI

TANAMAN PERUNDUNGAN DAN PEMBIAYAAN
PANGAN HORTIKULTURA

SEKSI SEKSI SEKSI
PUPUK,- PRODUKSI ~ PRODUKSI ~ PESTlSIDA DAN

TANAMAN PANGAN HORTIKUL TURA ALSINTAN

SEKSI
PENGOLAHAN DAN

- PEMASARAN
TANAMAN PANGAN

SEKSI
PENGOLAHAN

~ DAN
PEMASARAN

HORTIKUL TURA

UPTD

I
SUBAG.
UMUM,

KEPEGAWAIAN &
ASET

SEKSI

aUPATI KOLAKA UTARA,

r(l.~

- PENYULUHAN

H. NUR RAHMAN UMAR

1
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Pasal41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya pada Berita Daerah
Kabupaten Kolaka Utara.

NO

-

PARAF f(OORDINAS

1

Diundangkan di Lasusua
pad a tanggal 2018

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 2018

BUPATI KOLAKA UTARA,

H. NUR RAHMAN UMAR

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

ASHAR

BERITA DAERAHKABUPATENKOLAKAUTARATAHUN2018
NOMOR

13

H. NUR RAHMAN UMAR
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LAMPIRA!I
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: PERATURAB BUPAT! KOLAKA UTARA
TAHUl'f 20 18

2<p8
: KEDUDUKAl'f, SjUSUNAN ORGAl'fISASI, TUGAS DAN FUNGSI

DAN SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAl'f PANGAN DAN
HOLTIKULTURA KABUPATEN KOLAKA UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISA~I
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

KABUPATEN KOLAKA UTARA

KEPALA DIMAS

I

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL
I

SUBAG.
UMUM,

KEPEGAWAIAN &
ASET

SEKRETARIAT

I
I

SUBAG.
PERENCANAAN,

EVALUASI &
KEUANGAN

SEKSI
PENGOLAHAN DAN

... PEMASARAN
TANAMAN PANGAN

SEKSI
PENGOLAHAN

- DAN
PEMASARAN

HORTIKULTURA

UPTD

1
2
..."'k;(olt~ O'9aVl\~

~a~ \-\v\LUVY\ ,f- - ---- -- ~c=--5-~~
1!.A.o....u..-_, ..~-'._ .....__.....=.- ...1.=_" ....---..II

SEKSI

PENYULUHAN

lATI KOLAKA UTARA,


